BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulisan ini bertujuan untuk meluruskan ketidakjelasan atas standar
keabsahan klausul asimetris secara umum maupun dalam hukum Indonesia.
Permasalahan terkait ketidakjelasan ini muncul karena perbedaan posisi terkait
standar keabsahan klausul asimetris di berbagai negara. Negara-negara tertentu
bahkan tidak mengatur secara spesifik terkait klausul asimetris. Padahal,
beberapa klausul asimetris memang secara umum digunakan dalam perjanjian
baku pada bidang asuransi maupun perbankan. Namun berdasarkan
pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa negara-
negara yang memiliki asas hukum yang sama cenderung untuk memiliki posisi
yang sama terkait standar keabsahan klausul asimetris. Kesamaan posisi ini
didasarkan pada ukuran pendekatan yang digunakan oleh setiap negara dengan
sistem hukum yang sama.

Negara Australia akan mengacu pada yurisprudensi Negara Inggris terkait
standar keabsahan klausul asimetris karena adanya persamaan sistem hukum
yang dianutnya. Apabila satu negara Common Law cenderung menyatakan
bahwa klausul asimetris adalah sah, beberapa negara Common Law lain akan
memiliki posisi yang sama. Namun posisi tersebut berbeda pada negara Civil
Law yang mengacu pada kebijakan publik yang dimilikinya sendiri. Hal ini
dapat dilihat salah satunya pada Negara Perancis maupun Negara Jerman yang
memiliki ukuran-ukuran yang berbeda dalam menentukan keabsahan klausul
asimetris. Dengan ini, kesimpulan selanjutnya yang pantas untuk ditarik adalah
apa ukuran yang dapat digunakan secara umum untuk menentukan keabsahan
klausul asimetris.

Batu uji yang dapat digunakan terlebih dahulu adalah asas Party Autonomy.
Hal ini karena asas ini secara umum menyatakan bahwa setiap pihak dapat
menentukan prosedur penyelesaian sengketa secara bebas. Dasar asas inilah
yang digunakan oleh pihak pemegang hak eksklusif dalam menyatakan bahwa

klausul asimetris yang dibentuk kedua pihak adalah sah. Asas ini juga
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umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Common Law.
Namun asas Party Autonomy memiliki batasan-batasan tertentu seperti asas
Equal Treatment yang sering digunakan secara umum maupun asas Access to
Justice and Access to a Court, Potestatif, Mutualitas Kewajiban, dan
Unconscinability yang digunakan secara khusus oleh negara-negara dengan
sistem hukum Civil Law. Kekhususan ini dikarenakan negara-negara tersebut
telah memiliki yurisprudensi khusus maupun kebijakan publik terkait standar
keabsahan klausul asimetris. Jadi negara-negara secara umum menggunakan
asas Party Autonomy dan asas Equal Treatment dalam menentukan keabsahan
klausul asimetris, kecuali telah diatur asas lain yang lebih spesifik dalam
yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangannya.

Dalam negara yang tidak memiliki instrumen atau dasar hukum yang secara
khusus mengatur atau membahas standar keabsahan klausul asimetris seperti
Indonesia, penentuan keabsahan klausul tersebut menjadi lebih sulit. Indonesia
sejauh ini tidak memiliki peraturan perundang-undangan maupun
yurisprudensi terkait klausul asimetris. Fakta tersebut berdampak pada adanya
perbedaan posisi hakim-hakim pengadilan Indonesia terkait pengakuan hak
eksklusif yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Untuk menjaga konsistensi dalam penarikan putusan terkait hak eksklusif
dalam hukum Indonesia, asas Party Autonomy dan Equal Treatment dapat
dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum maupun para pihak dalam
sengketa sebagai ukuran dalam menentukan keabsahan klausul asimetris yang
bersangkutan. Asas ini tentu dapat digunakan mengingat bahwa peraturan
perundang-undangan Indonesia telah mengatur terkait asas Party Autonomy
secara umum dan Equal Treatment secara khusus dalam UU Arbitrase,
KUHPerdata, maupun dalam UUD 1945. Namun, adanya kekurangan
pengaplikasian khusus mengenai kedua asas di atas menyimpulkan bahwa
status keabsahan klausul asimetris masih kurang jelas di Indonesia.

Penulis hanya dapat menjawab pertanyaan terkait standar keabsahan klausul
asimetris dalam hukum internasional. Sebuah klausul asimetris akan
dinyatakan sah dalam hukum internasional sesuai dengan asas Party Autonomy

selama klausul tersebut tidak melanggar:
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1. Asas Equal Treatment, di mana terdapat ketidakadilan selama proses
penyelesaian sengketa berlangsung;

2. Asas Access to Justice dan Access to a Court, di mana terdapat
pembatasan pihak A pada satu forum penyelesaian sengketa dan pihak
B menarik pihak A pada forum lain yang mengakibatkan terikatnya
pihak A pada forum yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak B;

3. Asas Potestatif, di mana terdapat pelaksanaan perjanjian yang
bergantung pada suatu peristiwa yang berada pada kekuasaan satu
pihak;

4. Asas Mutualitas Kewajiban, di mana suatu pihak terikat pada suatu
kewajiban yang tidak sama besar dengan pihak lain dalam sebuah
perjanjian. Asas ini tidak digunakan sebagai ukuran penentuan
keabsahan klausul asimetris sejak tahun 2017 dalam kasus Dyna-Jet;

5. Asas Unconscionability, di mana terdapat ketentuan yang berat sebelah
sehingga salah satu pihak memiliki posisi kontraktual yang lebih tinggi;

Terlepas dari asas-asas di atas, klausul asimetris secara umum akan

dinyatakan sah dan dapat berlaku. Dalam hal ini, hak eksklusif yang dimiliki
salah satu pihak akan diakui dan dihormati dalam hukum internasional sebagai

bentuk kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian.

Saran

Seperti yang telah diketahui, tidak ada peraturan perundang-undangan yang
secara jelas mengatur terkait standar keabsahan klausul asimetris. Ketentuan
mengenai keabsahan klausul asimetris ditarik dari ukuran-ukuran yang menjadi
tolak ukur dalam menentukan keabsahan klausul yang bersangkutan. Keadaan
ini menjadi relevan dalam negara-negara penganut sistem hukum Civil Law.
Negara-negara seperti Indonesia yang tidak memiliki pengaturan mengenai
keabsahan klausul asimetris ini mengakibatkan posisi-posisi hakim pengadilan
yang simpang siur. Maka, penulis melakukan perbandingan hukum terhadap
Model Law, Konvensi NY, Konvensi Hague, maupun hukum-hukum negara
Australia, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, serta Singapura untuk mendapatkan

kesimpulan seperti yang telah dijabarkan di bagian sebelumnya.
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Menurut penulis, terdapat dua pilihan yang dapat diimplementasikan
sebagai upaya dalam memperjelas standar keabsahan klausul asimetris
terutama di Indonesia. Pertama, Indonesia dapat memperbaharui UU Arbitrase
saat ini atau membuat UU baru untuk mencakup standar keabsahan klausul
asimetris. Tentunya, alternatif pertama ini memerlukan dukungan seperti
pembentukan naskah akademik dan draf dari UU yang ingin direvisi atau
dibentuk. Sebelumnya, percakapan terkait pembaharuan atau pembentukan UU
Arbitrase baru telah dilakukan namun tidak ada naskah akademik dan draf UU
yang dikumpulkan.?¥

Tindakan ini dapat digunakan untuk menjaga konsistensi hukum terhadap
pengakuan hak eksklusif yang dimiliki salah satu pihak seperti “tertanggung”
dalam polis asuransi di Indonesia yang secara umum memang diaplikasikan
dalam kontrak standar. Seperti yang diketahui sebelumnya, Pasal 3 UU
Arbitrase terkait lepasnya campur tangan pengadilan tidak dihormati oleh
pengadilan negeri Indonesia dalam salah satu kasus mengenai polis asuransi.
Untuk itu, alternatif pertama ini dapat dijadikan salah satu upaya dalam
mempertegas standar keabsahan klausul asimetris di Indonesia.

Adapun standar yang dapat dipertegas adalah terkait asas Party Autonomy
dan Equal Treatment yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia. Namun, mengingat bahwa asas Equal Treatment hanya berlaku
selama prosedur penyelesaian sengketa berlangsung, lingkup pemberlakuan
asas tersebut dapat diperluas untuk mencakup mengenai keabsahan klausul
asimetris. Hal ini penting untuk dipertegas dalam mengimplementasikan
pilihan pertama di atas.

Kedua, para pihak dalam perjanjian dapat memformulasikan suatu klausul
penyelesaian sengketa secara jelas dan tepat dengan memastikan bahwa kedua
pihak mengetahui konsekuensi dari pemberlakuan klausul asimetris yang akan
disepakati. Dalam hal menghindari sebuah klausul penyelesaian sengketa
dinyatakan batal demi hukum, kedua pihak dapat merumuskan solusi-solusi

tertentu yang dapat ditempuh seperti pergantian bentuk klausul asimetris

235 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f44a29432823/jalan-menuju-opsi-merevisi-atau-
membuat-uu-arbitrase-baru/, diakses pada tanggal 20 Juli 2021, 20.29.
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menjadi klausul simetris melalui kesepakatan para pihak maupun melalui
metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang tidak mengikat secara
hukum.

Dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas, ukuran dalam penentuan keabsahan klausul asimetris dapat diperjelas.
Sebagai akibatnya, kebingungan dan tidak konsistennya pengambilan putusan

mengenai klausul asimetris dapat dikurangi.
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